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ABSTRAK 

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang 
saki>nah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu, diperlukan adanya pendewasaan bagi 
para pihak yang akan melaksanakan perkawinan.  Dalam Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 Pasal7 ayat (1) membatasi usianikah yaitu 19 tahun bagilaki-laki dan 
16 tahun bagi perempuan. Namun undang-undang tersebut memberikan peluang 
untuk terjadinya perkawinan di usia muda, sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam prosesnya, terdapat 
ketentuan-ketentuan yang mengatur di dalamnya yang terdapat pada Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang salah satu syarat pengajuan 
dispensasi kawin adalah permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang 
tua atau wali dari calon mempelai yang membutuhkan dispensasi.  

Di.Pengadilan Agama Mungkid, terdapatperkara yang berbeda dari 
perkara permohonan dispensasi kawin pada umumnya, yaitu pada penetapan 
nomor 0035/Pdt.P/2011/PA. Mkd dimana permohonan dispensasi kawin ini 
diajukan sendiri oleh calon mempelai wanita. Tentu hal ini menjadi berbeda 
mengingat permohonan ini menyimpang dari aturan yang ada. Yang menjadi 
pokok masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi faktor pendorong 
pengajuan dispensasi kawin, apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim 
dalam memberikan dispensasi kawin, dan bagaimana dasar dan pertimbangan 
hakim jika ditinjau dari hukum terutama ditinjau dari konsep mas}lah}ah sertadi 
tinjau dari segi yuridis. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengambil data primer 
berupa penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. Sifat penelitian ini adalah 
deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Data-data 
yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan 
metode induktif. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemohon mengajukan dispensasi 
kawin, dikarenakan dari pihak keluarga, pemohonannya memiliki kakek yang 
sudah pikun dan tidak dapat dianggap sebagai wali karena kondisinya tersebut. 
Majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan 
pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 danmajelis hakim lebih 
banyak menggunakan pertimbangan mas}lah}ah yang bersifat d{aru>riyyah. Majelis 
hakim dalam menyelesaikan perkara, sudah sesuai dengan hukum Islam, namun  
dasarhukum yang digunakan perihal pemohon yang mengajukan dispensasi kawin 
sendiri masih perlu dikoreksi kembali. 
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MOTTO 
 

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa 
depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh 
kesadaran. 
 
 
Dunia ini adalah sebuah tempat yang berbahaya untuk didiami, bukan 
karena orang-orangnya jahat, tapi karena orang-orangnya tak perduli. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 
1. Konsonan Tunggal 
 
Huruf ArabHuruf ArabHuruf ArabHuruf Arab NamaNamaNamaNama Huruf LatinHuruf LatinHuruf LatinHuruf Latin KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

Ba ب �’ B Be 

 Ta’ T Te ت

 Sa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 �Ain …‘… Koma terbalik di atas ع

 Gayn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W W و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 penulisan�Muta’aqqidain متعقّدين

 penulisan� ‘Iddah عدة

 
3.3.3.3. Ta’ MarbutahTa’ MarbutahTa’ MarbutahTa’ Marbutah    diakhir kata     

a. Bila mati ditulis h 

 penulisan�Hibah هبة

 penulisan�Jizyah جزية

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t 

 penulisan�Ni’matullah نعمة االله

 penulisan�Zakatul-fiṭri زكاةالفطر
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4. Vokal Tunggal 

TandaVokal Nama Huruf Latin  Nama 

 َ Fathah A A 

 ِ Kasrah I I 

 ُ Dammah U U 

 
5. Vokal Panjang    

a. Fathah dan alif ditulis ā 

 penulisan�Jāhiliyyah جاهلية

b. Fathah dan ya mati ditulisā 

penulisan�Yas’a يسعى ̄ 

c. Kasrah dan ya mati ditulis i 

 penulisan�Majīd مجيد

d. Dhammah dan wawu mati ū 

penulisan�Furu فروض ̄ḍ 

 

6. Vokal-vokal Rangkap 

a. Fathah dan ya mati ditulisai 

 penulisan�Bainakum بينكم

b. Fathah dan wawu mati au  

 penulisan�Qaul قول

 

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof 

 penulisan�A’antum أأنتم

 penulisan�La’insyakartum لإن شكرتم
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8. Kata sandang alif dan lam  

a. Bila di ikuti huruf qamariyah ditulis al- 

penulisan�Al-Qur’a القران ̄n 

 penulisan�Al-Qiy͞as القياس

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al. 

 ’penulisan�As-samā السماء

 penulisan�Asy-syams الشمس

    

9. Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.  

 

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

        Ditulis menurut penulisannya.  

penulisan �Zawī al-furu ذوى الفروض ̄ḍ 

 penulisan �Ahl as-sunnah اهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam menganjurkan pernikahan. Allah menciptakan makhluk-Nya  

berpasang-pasangan. Dalam kehidupan jenis apapun di alam ini, seperti binatang, 

tumbuh-tumbuhan dan manusia diciptakan berpasang-pasangan, karena 

berpasang-pasangan merupakan fitrah bagi semua mahluk Allah. Sebagaimana 

firman Allah SWT. 

 ازوا�� ������ا ا���� و��� ���� ��دة ور��� ان ����� ا� �� �و�� ءا"�! ان  �

1ذ�+ *ا"( �)�م "���&ون %$  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai  untuk 

memperoleh keluarga sejahtera. Perkawinan harus memenuhi ketentuan dalam 

Undang-undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1). 

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 

                                                           
1  Ar-Rum (30): 21. 
 
2  UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1. 
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tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 

(2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang  

calon belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 

tahun hendak melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi 

kawin dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang 

belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan isteri tersebut 

diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di 

daerah tempat tinggalnya.3 Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa jika 

calon suami atau isteri kurang dari 21 tahun yang diperlukan adalah izin orang 

tua, jika kurang 19 tahun, diperlukan izin dari pengadilan. Hal ini sajalan dengan 

Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 

Dispensasi kawin adalah pengecualian dari aturan karena adanya 

pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, 

pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu 

peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.4 

Dispensasi kawin merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan calon 

suami isteri yang salah satu atau kedua belah pihak pasangan suami isteri belum 

mencapai batas umur minimal dibolehkan menikah menurut Undang-undang yang 

berlaku di Indonesia. Di Pengadilan Agama, permohonan dispensasi kawin 

                                                           
3  Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Edisi ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 183. 
 
4  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

(Jakarta: balai Pustaka, 1980), hlm. 209. 
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termasuk dalam perkara voluntair, karena di dalamnya tidak terdapat lawan (baik 

penggugat maupun tergugat), hanya ada pemohon saja. 

Adapun syarat-syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin 

sebagai berikut: 

a. Permohonan diajukan calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai 

tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah dimana calon mempelai 

dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. 

b. Foto kopi KTP. 

c. Bukti surat atau akte kelahiran dari calon mempelai. 

d. Bukti adanya penolakan untuk mencatat perkara dari KUA setempat. 

e. Foto kopi surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan perkawinan 

dari KUA.5 

Perkawinan di bawah umur juga terjadi di masyarakat Magelang. Hal ini 

bisa dilihat dari banyaknya perkara terkait dispensasi kawin yang masuk ke 

Pengadilan Agama mungkid sebagai pengadilan agama  yang melingkupi wilayah 

Magelang, diantara putusan tentang perkara dispensasi kawin itu adalah 

penetepan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. yang merupakan perkara yang ingin 

penyusun teliti. 

Penyusun tertarik dengan penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd karena 

perkara tersebut berbeda dengan dengan perkara lain. Perbedaan yang penyusun 

                                                           
5  M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009,” Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) Hlm. 46, Skripsi tidak diterbitkan. 
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maksud adalah karena permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon 

mempelai wanita sendiri tanpa didampingi orang tua atau wali. Seperti yang telah 

diketahui, bahwa salah satu syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi 

kawin adalah permohonan diajukan calon mempelai dan/atau orang tua calon 

mempelai tersebut atau kuasa hukumnya. Terlebih lagi, usia calon mempelai 

wanita sendiri baru 15 (lima belas) tahun, yang diusia tersebut calon mempelai 

wanita dianggap belum cakap hukum. Sedangkan disisi lain, ibu dari calon 

mempelai wanita telah meninggal dunia sedangkan ayah dari calon mempelai 

wanita pergi dan tidak diketahui keberadaannya, calon mempelai wanita sendiri 

tinggal bersama kakek calon mempelai wanita, namun kakek dari calon mempelai 

wanita sudah tua sehingga tidak dapat menjadi wali bagi calon mempelai. 

Dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti penetapan 

No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd, di sini penyusun ingin mengetahui tentang apa 

yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di bawah 

umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan perkara dispensasi kawin tersebut. 

Penyusun mengambil lokasi di Pengadilan Agama Mungkid dikarenakan 

kasus seperti ini jarang ditemukan, dan baru penyusun temukan di Pengadilan 

Agama Mungkid. Sementara di Pengadilan Agama yang lain seperti pada 

Pengadilan Agama Yogyakarta yang belum perah ditemukan kasus seperti ini. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas maka pokok masalah 

yang akan dikaji dan diteliti adalah: 

1. Apa faktor-faktor yang mendorong Pemohon mengajukan dispensasi? 

2. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi 

kawin di bawah umur dengan penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan 

hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di bawah umur dengan 

penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi faktor pendorong Pemohon 

untuk mengajikan dispensasi kawin. 

2. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum 

yang digunakan hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin di bawah 

umur dengan penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. 

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan yuridis terhadap dasar hukum 

hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di bawah umur dengan 

penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. 



6 

 

 

 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang studi Islam khususnya 

peradilan agama dan mampu memberikan kontribusi bagi pengadilan dalam 

menetapkan suatu perkara. 

2. Dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi hakim pada masa yang 

akan datang, khususnya masalah dispensasi kawin yang diajukan oleh calon 

mempelai sendiri. 

 

D. Telaah Pustaka 

Seperti yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 1 ayat 

(1) yang menyatakan tentang umur sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi 

bila pasangan calon pengantin akan melakukan perkawinan. Batasan umur 

memiliki peranan dalam perkawinan, hal ini di dasarkan pada pertimbangan 

kesehatan pasangan calon pengantin terlebih pada anak mereka nantinya. 

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada. 

Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai 

dispensasi kawin. 

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudin Amin dengan judul: 

“Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009.” 

Penelitian ini menemukan bahwa menemukan bahwa sesuai yang tertera dalam 
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pasal 7 ayat (2) bahwa apabila terjadi penyimpangan dari hal tersebut (calon 

mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun atau calon mempelai wanita belum 

mencapai umur 16 tahun) maka dapat meminta dispensasi kawin kepada 

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun wanita.  Secara normative adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik 

itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga 

dan masyarakat umum pada umumnya. Orang tua atau walinya mengajukan 

dispensasi kawin untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan 

melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Keduanya sudah 

saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karana itu, Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan dispensasi kawinnya.6 

Skripsi yang ditulis oleh M. Hadi Siswanto dengan judul: “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2006-2009.” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui 

bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin 

berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan 

melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. 

Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bertambah banyak permohonan 

dispensasi kawin. Di sisi lain hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk 

                                                           
6  Hendra Fahrudin Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan 

Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009,” Fakultas Syari’ah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010),  Skripsi tidak diterbitkan. 
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mencagah semakin banyaknya permohonan dispensasi kawin karena secara 

yuridis Undang-undang perkawinan memberikan peluang untuk melaksanakan 

perkawinan di bawah umur.7 

Skripsi yang oleh Siti Thoyibatun Nasihah dengan judul: “Dispensasi 

Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama 

Kediri pada Perkara No. 15/PDT.P/2009/PA.KDR).” Penelitian ini menyebutkan 

bahwa dalam perkara tersabut hakim menetapkan bahwa pemohon diberikan izin 

dispensasi kawin. Namun menurut peneliti, hakim dalam menberikan izin 

dispensasi kawin kurang sesuai baik dalam Undang-undang maupun hukum 

Islam, karena hakim dalam memberikan dispensasi kawin hanya bertujuan untuk 

menghindar dari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif 

yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.8 

Skripsi yang ditulis oleh Aniyatul Fitriyah dengan judul: “Tinjauan 

Maslahah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi 

Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006).” 

Penelitian ini menyebutkan bahwa Majelis Hakim lebih banyak menggunakan 

pertimbahan mas}lah}ah yang bersifat d{aru>riyyah dalam memelihara keturunan 

(nasl). Di samping itu juga menggunakan konsep mas}lah}ah mursalah, karena 

                                                           
7  M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009,” Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), Skripsi tidak diterbitkan. 

8  Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan 
Hakim Pengadilan Agama Kediri pada Perkara No. 15/PDT.P/2009/PA.KDR),” Fakultas Syar’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), Skripsi tidak diterbitkan. 
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ketentuan pembatasan umur dan dispensasi kawin tidak dijelaskan dalam nas}, 

tetapi kandungan maslahahnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.9 

 

E. Kerangka Teoritik 

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.10 

Jadi, dispensasi usia kawin adalah izin pembebasan dari suatu aturan atau 

ketentuan dari batas usia kawin. 

Surah An-Nisa (2) ayat 9. 

 ذرّّ"� ��2$�  �$�ا ء��� $��ّ�)�ا ا0 و��)�ا /�* .-"-ا���  �11و��67 ا5�ّ"� �� 4&آ�ا �  

Kandungan ayat al-Qur’an di atas tidak secara langsung menunjukkan 

bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasang usia muda akan menghasilkan 

keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan fakta 

dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan usia muda, 

lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan 

perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih 

                                                           
9  Aniyatul Fitriyah, “Tinjauan Maslahah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian 

Perkara Dispensasi Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006), 
Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” Yogyakarta (2008), Skripsi 
tidak diterbitkan. 

 
10  Mjs Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-5 ( Jakarta: Balai Pustaka 

1976) , hlm. 254. 
 
11 An-Nisa> (4): 9 
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sayang. Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga 

calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.12 

Teori selanjutnya yang digunakan penyusun adalah teori mas}lah}ah. Imam 

al-Ghazali mengemukakan: 

13 ا?<� 8� ��= ����� أو د$; �:ّ&ة %�9رة 8$  

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mas}lah}ah yang 

dilihat dari segi kualitas dan kepentingan maslahah itu antara lain:14 

1. Mas}lah}ah al-D{aru>riyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. 

2. Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk 

menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk  ulama 

fiqh keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar 

manusia. 

3. Mas}lah}ah al-Tahsi>niyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa 

keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. 

Di Indonesia telah terdapat Undang-undang  perkawinan yang berlaku 

secara nasional, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-

                                                           
12  Ibid, hlm. 14. 
 
13 Muhammad al-Ghaza>li<, Al-Mustasfa> min ‘Ilm al-Usu>l, (Beirut: Da>r Al-Fikr, 1322H), I: 

286. 
 
14  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Lugos, 1995), hlm. 115. 
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undang ini diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara 

perkawinan, syarat dan rukunnya serta tujuan dari perkawinan itu. 

Teori yang penyusun gunakan adalah berdasar pada Undang-undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) dan (2). Diantara 

bunyi masing-masing ayat di atas sebagai berikut: 

a. Pasal 7 ayat (1) 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) 

tahun. 

b. Pasal 7 ayat (2) 

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 

pria maupun pihak wanita. 

Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga 

dan rumah tangga perkawinan, bahwa suami harus matang jiwa dan raganya agar 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian 

dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.15  

Berdasar dari teori-teori tersebut, pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Mungkid dalam menerapkan permohonan dispensasi kawin hendaknya 

                                                           
15  Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 

13. 
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berdasarkan mas}lah}ah serta ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Apabila hal ini dapat terpenuhi, maka dimungkinkan 

penetapan hakim tersebut mampu mewujudkan sebuah mas}lah}ah bagi berbagai 

pihak serta dapat mengantarkan kepada tujuan perkawinan. 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka 

(library research). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang 

berupa dokumen yang dikaji secara intensif, dalam hal ini obyek penelitian 

adalah Penetapan Pengadilan Agama Mungkid No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu 

penelitian untuk menyeleseikan masalah dengan cara mendiskripsikan 

masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, 

kemudian dijelaskandan selanjutnya diberi penilaian terhadap persoalan 

penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (library research).  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang 

berisi tentang berkas berupa penetapan dispensasi kawin dari Pangadilan 

Agama Mungkid, dalam hal ini penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari wawancara hakim 

Pengadilan Agama Mungkid dan data yang diperoleh dan dikumpulkan 

dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat 

dengan obyek penelitian, dalam hal ini perundang-undangan yang 

digunakan adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

4. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap terhadap suatu masalah 

yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur’an maupun as-

Sunnah, kaidah-kaidah fiqh, pendapat ulama serta norma-norma yang 

berlaku. 

b. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk mengetahui prosedur 

penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan 

dispensasi kawin serta pertimbangan Pengadilan Agama dengan 

pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, khususnya yang menyangkut masalah dispensasi kawin, dalam 

hal ini perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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5. Analisis Data 

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan intepretasi terhadap data 

yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulkan yang valid. Data-data 

yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam menganalisis 

data digunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan data yang bersifat 

khusus yaitu data lapangan berupa penetapan, kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum atau berangkat dari data penetapan yang bersifat khusus 

kemudian dicari dalam data umum yaitu Undang-undang atau nas}16. Dalam 

hal ini, data diambil dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Mungkid, khususnya pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam 

pemberian dispensasi kawin, kemudian akan dianalisis dari sudut pandang 

islam yaitu konsep mas}lah}ah dan dari sudut pandang yuridis atau peraturan 

perundang-undangan.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi, maka dalam sistematika 

penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas 

sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih 

saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang berikutnya. Adapun secara 

global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
16  Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 

40. 
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Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara 

keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang 

bahasan ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi 

pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan. Serta membahas tentang 

batas usia kawin. Uraian ini untuk menggambarkan secara umum tentang batas 

usia kawin, dari pengertian dan dasar hukumnya, baik dari perspektif hukum 

Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini juga membahas tentang 

dispensasi kawin yang meliputi pengertian dan dasar hukum dispensasi kawin, 

serta prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. 

Bab ketiga, merupakan data penyusun tentang penetapan dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama Mungkid. Bab ini membahas tentang uraian penetapan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. 

hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang alasan-alasan yang 

menyebabkan permohonan dispensasi kawin diajukan. Kemudian dilanjutkan 

dengan dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin 

terhadap perkara tersebut faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi 

kawin. 

Bab keempat, membahas tentang analisis data yang telah didapat, yaitu 

berisi tentang analisis terhadap faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi 
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kawin serta analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam 

penetapan No. 0035/Pdt. P/2011/PA. Mkd yang kemudian dikaji berdasarkan 

teori-teori yang penyusun gunakan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh 

penjelasan mengenai perkara tersebut. 

Bab kelima, merupakan bagian penutup pembahasan yang berisi 

kesimpulan atau jawaban dari pokok masalah, dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun 

yang berjudul “Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Calon Mempelai wanita 

(Studi Penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd)”, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mendorong Pemohon mengajukan dispensasi kawin 

adalah hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian 

rupa yang apabila perkawinan antara keduanya tidak dilaksanakan dengan 

segera maka dikhawatirkan akan lebih membawa mad}arat bagi kedua belah 

pihak dan bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya. Di 

samping itu keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun yang 

lalu. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya sendiri karena 

ibu Pemohon telah meninggal sedangkan ayah Pemohon tidak diketahui 

keberadaannya, sedangkan Pemohon tidak mempunyai saudara, sehingga 

Pemohon diasuh oleh kakeknya. Keputusan pemohon untuk mengajukan 

dispensasi kawin untuk dirinya sendiri dapat dibenarkan melihat situasi dan 

kondisi dari Pemohon. Berdasarkan hukum dalam Islam dan dalam pasal 433 
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KUHPerdata menyebutkan bahwa kakek yang yang sudah pikun tidak dapat 

dianggap sebagai wali karena telah diangkat beban hukumnya. 

2. Dasar yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi kawin No. 

0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd adalah berdasarkan dalil syar’iyah yang terdapat 

pada kitab suci al-Qur’an surat an-Nu>r (24) ayat 32, dan berdasarkan  pasal 7 

ayat (2) Undang-undang No.1 tentang Perkawinan. Sedangkan pertimbangan 

yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi kawin No. 

0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd adalah bahwa kedua calon mempelai telah 

mempunyai kemauan yang kuat untuk menikah meskipun calon mempelai 

wanita belum memenuhi syarat umur sebagaimana tercantum dalam 

Undang-undang perkawinan, menurut penyusun hal tersebut kurang sesuai 

karena dalam menjalani kehidupan berumah tangga, mempunyai kemauan 

saja kurang cukup, calon mempelai harus mempunyai kesiapan pula dari segi 

jasmani dan rohani agar perkawinan mereka lebih harmonis. Bahwa 

hubungan pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa yang 

apabila perkawinan antara keduanya tidak segera dilaksanakan maka 

dikhawatirkan akan lebih membawa mad}arat, menurut penyusun hal 

tersebut dapat diterima karena dikhawatirkan akan lebih membawa mad}arat 

dapat diartikan sebagai zina, jadi dengan dikabulkannya permohonan 

dispensasi kawin dapat menghindarkan pemohon dari perbuatan zina. 

Bahwa pemohon sebagai calon mempelai wanita berhak untuk mengajukan 
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permohonan dispensasi kawin untuk dirinya sendiri seperti yang tencantum 

dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Buku II Edisi Revisi 2010”, dalam hal ini penyusun kurang sependapat, 

karena meskipun dalam buku pedoman tersebut disebutkan seolah calon 

mempelai dapat mengajukan sendiri dispensasi kawin, namun hal ini 

berbeda dengan pembukaan dari buku pedoman tersebut yang menyatakan 

permohonan dispensasi kawin  harus diajukan oleh orang tua calon 

mempelai atau wali. 

3. Berdasarkan teori mas}lah}ah, putusan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd 

termasuk dalam mas}lah}ah al-d}aru>riyyah (memelihara kebutuhan-kebutuhan 

yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia) dalam hal menjaga 

keselamatan jiwa, menjamin keselamatan keluarga dan keturunan serta 

menjamin keselamatan agama. Majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid 

dalam menyelesaikan perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, 

namun ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan perihal pemohon yang 

mengajukan dispensasi kawin sendiri masih perlu dikoreksi kembali. 

 

B. Saran-saran 

1. Adanya tinjauan ulang terhadap “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010” mengenai 
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dispensasi kawin agar memberi kejelasan terdapat prosedur pengajuan 

dispensasi kawin. 

2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin harus selektif, apabila pemohon tidak 

mengemukakan alasan yang jelas dan logis atau tidak ada hal-hal yang 

bersifat darurat, sebaiknya permohonan dispensasi kawin agar lebih teliti 

dalam menangani permohonan dispensasi kawin terlebih dalam dasar dan 

pertimbangan hukumnya. 

3. Kepada para orang tua agar menanamkan pendidikan agama dan moral 

kepada anak dan memberikan pendampingan kepada anak agar anak tidak 

salah dalam melangkah. 

4. Kepada remaja agar lebih waspada dalam bergaul dan berhati-hati dalam 

bertindak, karena semua tindakan tidak baik itu kecil atau besar akan 

memiliki dampaknya masing-masing. 
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Lampiran I : 

Terjemahan 

No Hal Footnote Terjemahan 

   BAB I 

1 1 1 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir 

2 9 11 Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, 

bila seandainya mereka meninggalkan anak-

anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka 

khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. 

Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang 

benar. 

3 10 13 Mas}lah}ah pada dasarnya untuk mengambil 

manfaat dan menolak mad}arat. 

   BAB II 



 

 

4 18 18 Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri 

(Adam), dan daripadanya Allah menciptakan 

istrinya dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta, dan (peliharalah) hubungan 

kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasi kamu. 

5 18 19 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

6 20 23 Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara 

kalian yang memiliki kesanggupan untuk 

menikah, maka hendaklah ia menikah. (maka 

sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan 



 

 

dan menjaga farji) dan siapa yang tidak sanggup 

maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya 

puasa itu adalah benteng. 

7 22 29 Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim 

(apabila kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 

atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang 

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu 

tidak berbuat zalim. 

8 29 34 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

9 29 36 Fir’an berkata: Apakah kamu sekalian beriman 

kepada Musa sebelum aku memberi izin 



 

 

kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar 

pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu 

maka kamu nanti pasti benar-benar akan 

mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya 

aku akan memotong tanganmu dan kakimu 

dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu 

semuanya 

Mereka berkata: Tidak ada kemudharatan (bagi 

kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada 

Tuhan kami. 

10 30 37 Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman 

kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu 

menurut cara yang kamu sukai, dan sediakanlah 

(amal-amal yang baik) untuk diri kamu dan 

bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah 

sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari 

akhirat kelak). Dan berilah khabar gembira (wahai 

Muhammad) kepada orang yang beriman. 

11 31 39 Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara 

kalian yang memiliki kesanggupan untuk 

menikah, maka hendaklah ia menikah. (maka 



 

 

sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan 

dan menjaga farji) dan siapa yang tidak sanggup 

maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya 

puasa itu adalah benteng. 

   BAB III 

12 45 53 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih 

membujang di antara kamu, dan juga orang-orang 

yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika 

mereka miskin, Allah akan memberikan 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 

Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. 

   BAB IV 

13 50 57 Dan orang-orang yang selalu menjaga faraj 

(kelamin) mereka. Kecuali terhadap isterinya atau 

hambasahayanya, maka tidaklah mereka tercela 

Tetapi barangsiapa yang masih memilih jalan di 

luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar 

garis. 

14 58 75 Diangkatkan (pembebanan hukum) dari umatku 



 

 

yang tersalah, terlupa dan terpaksa. 

14 61 81 Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, 

maka yang diperhatikan yang lebih besar 

bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan 

bahayanya. 

15 61 82 Dan turutlah - Al-Quran - sebaik-baik (panduan 

hidup) yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan 

kamu, sebelum kamu didatangi azab secara 

mengejut, sedang kamu tidak menyedarinya. 

16 62 83 Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada 

mendatangkan kemaslahatan. 

17 62 84 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih 

membujang di antara kamu, dan juga orang-orang 

yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika 

mereka miskin, Allah akan memberikan 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 

Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. 

18 63 85 Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara 

kalian yang memiliki kesanggupan untuk 



 

 

menikah, maka hendaklah ia menikah. (maka 

sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan 

dan menjaga farji) dan siapa yang tidak sanggup 

maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya 

puasa itu adalah benteng. 

19 64 86 Dan janganlah kamu mendekati zina, 

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji dan suatu jalan yang buruk. 

20 65 87 Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, 

maka yang diperhatikan yang lebih besar 

bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan 

bahayanya. 

20 72 93 Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada 

mendatangkan kemaslahatan. 

   BAB V 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH 

 

Imam Al-Ghazali 

Imam Al-Ghazali Lahir pada 450 H (1058 M) di desa Taberan distrik Thus, Persia, 

dan bernama Abu Hamid Muhammad, Gelarnya adalah "Hujjatul Islam" dan gelar 

wangsanya adalah Ghazzali. Menurut Maulana Syibli Nu'mani, leluhur Abu Hamid 

Muhammad mempunyai usaha pertenunan (ghazzal) dan karena itu dia melestarikan 

gelar keluarganya "Ghazzali" (penenun). Beliau masuk ke Madrasah Nizamiyah di 

Nishapur, yang waktu itu adalah pusat pendidikan terpandang dan dipimpin oleh 

ulama tersohor bernama Imam Haramain, yang memiliki 400 orang murid tiga 

diantara muridnya menjadi ulama-ulama terkenal, Harasi, Ahmad bin Muhammad 

dan Ghazzali. Setelah kejadian itu Ghazzali pergi ke pusat kekhalifahan di Bagdad 

saat itu usia Ghazzali berumur 28 tahun. Di Bagdad beliau diangkat menjadi Rektor 

madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk. Ratusan ulama,pejabat kekhalifahan, dan 

bangsawan yang berkuasa menghadiri perkuliahan Imam Ghazzali yang disampaikan 

dengan penuh pemikiran, argumen dan alasan. kebanyakan daftar perkuliahan dicatat 

oleh Sayyid bin Fariz dan Ibn Lubban. keduanya mencatat sekitar 183 bahan 

perkuliahan yang kemudian dikumpulkan dalam Majalis-i Ghazzaliyah. Dia wafat di 

desa asalnya, Taberan, pada 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan pada tanggal 9 

Desember 1111 M. 

 

 



 

 

Sayyid Sabiq 

Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama 

al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan 

dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia 

mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, 

seperti majalah mingguan ‘al-Ikhwan al-Muslimun’. Di majalah ini, ia menulis artikel 

ringkas mengenai ‘Fiqih Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada 

buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab 

Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul 

Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Sayyid mengambil metode yang membuang 

jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada 

dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma’, mempermudah gaya bahasa 

tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak 

memperlebar dalam mengemukakan ta’lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung 

untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta 

agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari 

pembebanan syari’at (taklif) dengan meneladani al-Qur’an dalam memberikan alasan 

hukum. 
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